BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1.~ Upaya yang dilakukan oleh Polda DIY dalam menanggulangi
kekerasan terhadap perempuan yaitu :

a. Upaya pre-emptif yaitL'l meningkatkan pendidikan masyarakat
yang alternatif bagi anak — anak perempuan termasuk dengan
saran prasana pendidikannya, dan peningkatan pengetahuan
masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya.

b. Upaya preventif yaitu dengan melakukan sosiolisasi
dimasyarakat dan terutama keluarga seperti mengajak
masyarakat untuk bekerja sama dalam melindungi perempuan
dan anak dari kekerasan disekitar lingkungannya.

¢. Upaya represif apabila mediasi tidak menemukan titik terang
maka pihak Polda DIY akan melakukan upaya represif yaitu
dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan,

sehingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan

oleh hakim.
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2. Aturan hukum vang dipakai kepolisian dalam penanggulangan

kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran :

Aturan  yang  digunakan oleh kepolisian dalam
penanggulangan  kekerasan terhadap perempuan  dilihat
berdasarkan usia korban, bila korban berusia dibawah umur 18
tahun maka dikenakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 76D dan 76E dan bila
korban diatas 18 tahun maka akan dikenai Pasal 351 KUHP, 352
KUHP dan 354 KUHP untuk kejahatan penganiyaan, Pasal 285
KUHP,289 KUHP tentang kekerasan seksual.

A.Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa
saran, sebagai berikut :
I. Bagi polisi kiranya dapat mendekatkan diri lagi kepada
masayarakat supaya informasi dari masyarakat mengenai pelaku
kekerasan terhadap perempuan dapat diterima dan diproses

dengan baik.

[\

Peranan kepolisian dalam aturan sanksi terhadap pelaku lebih
diterapkan lagi ke dalam kehidupan masyarakat, agar tidak ada

lagi korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.
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